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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

o

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikul. dalam perkara cera qug af, antar & pihak p.hak
Penggugat., umut 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan  BUMN bertempat tinggal di Kota

Depok sclanjutnya disebut sebagai
“Penggugat”;

MELAWAN
Tergugat, umur 50 lahun, agama Islam,
pendidikan S.1. pekerjaan ‘“firaswasta, bertempat
tinggal di ‘Kota Bepok, selanjulnya disebut

sebagai “Tergugat";

Pengadilan Agama tersebul,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Henggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan
memeriksa alat bukt lainya di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat cengan surat gugatannya tertanggal 04
Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor
2203/Pdt.Gi2017/PA.Dpk , tanggal 04 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut
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Bahwa Penggugat acalah isteri san Tergugal, yang pemikahannya

dilaksanakan pada tanggal 91 Juli 1885, di Kebayorar Baru Kotamadya

Jakarta Selalan, Kutipan Akta Nikan noiror Nomos tanggal 08 Juli 1996

yang dikeluarkan oleh Kanlor Urusan  Agama (KUA) Kecamatan

Kebayoran Baru Ketamadya Jakarta Selatan;

Bahwa selama berumah lancyga anlara Penggugat dan Tergugal tinggal di

Kota Bepox

Bahwa selama berumah largga :antara Penggugal dan Tergugal telah

dikaruniai 1 crang anak bernama

a. Nama Anak. Perempuan iahir di [angerang pada tanggal 17 Januari
1598:;

Bahwa semula rumah tanyga anlara Penggugatl dan Tergugat rukun dan

harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2813 sampas sekarang antara Penggugat

dan Tergugat telah terjadi peisehsihan dan perdengkaran yang tsrus

menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

a Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis

dalam herumah tangga.
b. Tergugaijarang membe:ikan nalkat latur dan batus kepada Penggugat,
c. Tergugat serng mengucapkar kaia lalak kepada Penggugatl disaksikan
oleh keluarga Penggugat;
d. Tergugat sering berkata-kzla kasar yang menyakitkan hati Penggugat:
Bahwa puncak perseiisihan dan pertengkaran Penggugatl dan Tergugat
terjadi sejak Aprit 2017 vang axibatnya Penygugal dengan Tergugat pisah
lempat tinggal dan masing-masing beratamat pada alamal tersebut di atas;
Bahwa phak keluarga telah bherupaya niendamaikan Penggugat dan
Tergugal agal kembali rukun datam membira rumah tangga, namun upava
lersebut hidak membuahkan hasi;
Bahwa dengan beberapa keadian tersebul di atas, rumah tangga antara
Penggugat dar Tergugat sudah tidak dapat  dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakmali, nawaddain, dan rahmah. tdak
tercapai. Pengyugal merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan

terpaik kecuali perceraian.
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Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mchon <dengan hormal kiranya
Ketua Pengadilan Agama Depek ¢q. Majehs Hakim yang mengadili perkara ini
berkenan menrjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ban sughra | ergugat i Tergugat) terladap
Pengyuygat  {Penggugat}
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  Agama  Depok  untuk
mengirimkan salinan pulusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat
kediamar: Penggugat dan Te'gugat serta ke KUA *empal di mana Penggugat

dan Tergugat metangsu:sigkan perrikahaanya,
4. Menctapkan biaya perkara m2nurut nagum

Atau dalam peradilan yang baik @an mulia xami mohon putusan yang
seadil-adilnya {ex aequo e! hone).

Bahwa, pada hari sidang vang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara
ini para pihak yang berperkara tefah sama-sama dipanggil secara resmi dan
patut. terhadap panggidan tersebut Nenggugat mateni dan Terguegatl hadir sendiri
di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha sccara eplimal mendamaixan
kedua belah pihak yang berperkara sebagamana maksud dari pasal 130 HIR,
agar bverdamal di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau
bermusyawarah untuk sepaxat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi

ternyata upaya perdamaian tersebut licak tercapal,

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamakan kedua belah pihak
berperkara Majeks Hakim imencerintankan kepada Penggugat dan Tergugat
uniuk menempuh prosedur niediasi dan kedua belah gihak telah sepakat untuk
menunjuk Drs. H A, Bashori A Hakim. (st setagai Mediator dalam perkara ini
maka ditunjukiah oleh Pengaditan Agama Depck dengan Penetapan Majelis
Hakim Nomor 2203/Pdt.Gi2017/PA Dpk tanggal 23 Aguslus 2017;

Bahwa bergasarkar laperan Medaw lersebut termyata setelah dilakukan
upaya mendantaikan Penggugat dengan Tergugat meialui mediasi  tidak

diperoleih kesepakatan damai dar preses mediasi gagal,

Bahwa, Majelis Hakim juga berulangkai memberikan kesempatan kepada

kedua belah pihak untuk menempuly upaya damar secara sendiri oleh prinsipal
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langsung diluar persidangan day dluar mediasi namun upaya tersebut juga

telap tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Upaya damai yang telah dilakukan melalui litigasi dan
non litigast tidak berhasil maka persidangan difanjutkan, kemudian dalam sidang
lertutup untuk umum dibacakaniah surat gugatar Pengqugat yang terhadap isi
dan maksudnya tetap dipeilaharkan olelr Penggugat dengan memberikan

penjelasan secukupnya

Bahwa terhiadap gugatan “enggugal grsebul. Majelis Hakim tidak dapat
mendengar langgapan dari lergugat, kenena calam agenda jawaban Tergugat
tidak datang menghadap dan tidak pula menyurun orang lain untuk datang
sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita
tanggal 13 Seplember 2017 Nemor 2203/Pdl G:2017:PA Dgk. yang dibacakan di
depan sidang teiah dipanggil secara resimi dan patwt dan ketidak hadirannya

tersebut lanpa alasan yang sah dan dibenarkan olen nukum;

Bahwa, untuk memperkuatl cali-dall gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alal bukt tertulis. beiupa Fotokepi Kuligan Akta Nikabh nomor;
NOMOR tanggal 08 Jul 1988, yang dikeluarkan oleh Kanter Urusan Agama
{(KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Ketamadya Jakarta Selatan. Bukti surat
tersebut telah diberi meteral cukup dan lelah dicacokkan dengan aslinya, lalu

diberitanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut

1. Saksil umur 51 1ahen, agama Islam pekeriaan wiraswasta, tempat kediaman

di Kota Depok

J. saksi 2, umur 55 tahan. agama fslam, sckarjaan pensiunan, tempal kediaman

Qi

Kota Tangerang;

Saksi pertama cian saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, kedua orang

saksi lersebut dibawah sumpah mencrangkan pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya rukun saja, akan 2apl sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugal mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar,

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar,

- Bahwa selahu saks penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugal, karena Penggugat keberatan dengan Tergugat
yang bersifat curiga berlebihan terhadap Penggugat, dan Penggugat
keberatan dengan sifal lergugal vang tidak menghargai dan menghormati
saksi sebagai crang tua Penggugat. Tergugat memiliki sifat emosional.
dimana Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering berkata
kasar yang menyakitkan hati Pengougat Apabila Terjadi pertengkaran
dan  Parselisihan  Tergugal  sernng  mengucapkan  Talak  kepada

Penggungat,
- Bahwa selahu saksi sekarang ini Penggugat gan Tergugal telah pisah
rumah sejak April 2017,
- Bahwa, sejak pisah rumah, anlara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dengan baik lag: sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluargpa sudab pernah  berupaya untuk
mendamaikan Pengaugat dan Tergugat namun tidak berhasil:
Bahwa selanjutnya pihak Penggugal menyatakan mencukupkan dengan
keterangan saksi tersebut
Bahwa, selanjuinya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatlan serta mohon putusan:
Bahwa untuk mempersingkal uraian putusan ini. maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim periu terlenih dahulu memeriksa ada
tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Jegal

standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas:

Menimbang, bahwa terhaoap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait
erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan
yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah,
hal ini sesual dengan Pasal 2 Ayat (2; Undang-Uncang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yanyg berbunyl tap-tiap perkawinan di catal menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibukfikan dengan Akta Nikah yang

dibuat oleh pegawai Pencalat MNikah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama
Isiam, oleh karenanya Penggugat dar Tergugal memilk legal standing dalam
perkara a guo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayal (1) huruf {a) dan Pasal 73
Undang-Undanyg Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2008,

Menimbang. bahwa atas bukl lerlulis P yang diajukan Penggugat, yang
telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik. dimana
alas buktl tersebut Majelis Hakim telall mencocoxan dengan aslinya ternyata
sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Fasal 2 ayal (3) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868
dan Pasal 1870 KUHPdt  jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat
bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi bukti yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bew)skracht;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugal, keterangan para saksi
di bawah sumpah. ditambah pula dengan bukti P lersebut haruslah dinyatakan
terbukti bahwa Pengguoal dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum pemah terjadi perceraian menurat hukum dan pel undang-undangan yang
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berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-urdang Momor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka masing-masing pihak memgunyai hak dan kepentingan untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa perdawinan calam perkara ini (persona

standi in judicic),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan

Tergugat agar rukun kembali, namun tidak bermasil:

Menimbang, bahwa atas perminiaan kedua belah pihak. Majelis Hakim
juga berulangkali memberikan kesempaian kepada kedua belah pihak untuk
menempun upaya damai secara sendin diluar persidangan dan diluar mediasi,

namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tenlang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Momor 3 Tahun 2008, dan perucahan kedua dengan Undang-

Undang Nomar 50 Tahun 2009, tlelah terpenuln dalaim pertkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugal dan Tergugal juga
lelah dilempuh melalu mediasi cleh Mediator Drs H Bashor A, Hakim, M.Si
sebagaimana ternyata dalam Penctapan Nomor 2203/PdtG2017/PA Dpk. dan
berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Agustus 2017,
lernyala setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
melalul mediasi tidak dipercleh kesepakalan damal dan proses mediasi gagal
karenanya Majelis Hakim berpendapat «etentuan yang terkandung dalam
FPeraturan Mahkamah Agung RL Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus

2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dad beberapa pokok-pokok dalil
sebagai berikut:

- Pokeok dalil adalab gugatan ceral yang berisi tentang draian dan penegasan

Rahwa rumah tangga Penggugat dan Torgugal sudah ldak harmonis karena

sering berselisih dan Tergugal telah pergi meninggalkan Penggugat sejak

bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama
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itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memben nafkah kepada
Penggugat, Atas  dasar itu. Penggugat  mohon agar Majelis  Hakim

menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat,

Mermimbang, terhadap dalil-dall gugatan Pengguoat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar tanggapanya. karena lergugat tidak pernah hadir lagi
kepersidangan walaupun telah dipanggil sscara resmi dan patut oleh Jurusita
FPengadilan Agama Depok. sebagaimana berita acara panggilan dari Juru Sita
tanggal 13 September 2017 Nomor 2203/Pdt.G/2017/PA Dpk. cleh karenanya

perkara ini tetap diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Merimbang, pahwa  untuk  memperahankan  kebenaran  dalil-dalil
gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa
surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana lelah diuraikan dalam

bagian duduk perkara,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulls yang diajukan oleh
Fenggugat F. hal mana sesual dengan maksud Fasal 2 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 1985 tenlang Bea Weterai jo. Peraturan
FPemerintabh Nomor 4 Tahun 2000, secara lormil dapal diterima karena telah
memenuhi ketentuan formil pembukban yakni elah dinazegelen serta dapat
diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
duduk perkara, sedangkan subslansinya secara malzn akan dipertimbangkan

selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR  menyebulkan surat {Akte)
yang syah, lalah suatu sural yang diperbual demikian oleh atau di hadapan
pegawal umum yang berkuasa untuk memoualnya menjadi bukti yang cukup
bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermal bahwa dari segi materi
bukli surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan
dengan pokok perkara dan saling bersesuaian anlarg yang satu dengan yang

lain, aleh karena itu memanuhi syaral maleni bukl suralitertulis;

Menimbang. balwa bukll suratfteriulis Penggugal vang memenuhi syarat

materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut
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enimbang, bahwa P merupakan akla olenlik serupa Kutipan Akta Nikah
yang berdaya bukti sempurna dan mengkal yang memberi bukti bahwa
Penggugal dan Tergugat adalah suami isten yang menikah 01 Juli 1996 di KUA

Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan,

Menimbang. bahwa demikian juga mengenat saksi-saksi yang dihadirkan
oleh Penggugat vaitu Saksi ¢ dan Saksi i ternyata saksi-saksi fersebul bukan
orang yang terhalang sebagai saksi dan lelah disumpah. dengan deniikian
secara fcimil saksi-saksi tersebut dapal dipertimbangkan sebagar atat bukli.

sedangkan materi kesaks@annya axar dipertanbargkan selanjutnya;

kMenimbang., bahwa pasal 171 ayat (1) HIR  menyebutkan, tiap-tiap
kesaksian harus isertai alasan mengenas pengelativan saksi. Setelah diteliti
dengan cermat bahwa dar seg malen kelerangan can dihubungkan dengan
dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan
dengan pokok perkara dan salirg bersesuaian anlara yang satu dengan yang

lain, oleh karena ittt memenuhi syarat maleritl saksi;

Memmbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi

syarat malerid saksi lersebul dapat diklasifikasikar scbagal berikut:

¢ Bahwa Penggugal dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 01 Juli 1996 dan dixaruniai seorang anak.

« Bahwa keterangan saksi menguatkan dall Perggugat yaitu Tergugat
yang Dbersifat curiga berebihan leihadap  Penggugat, Penggugat
keberatan dengan sifat tergugat yang lidak menghargai dan menghormati
orang tua Penggugat,

e« Bahwa apabila Terjadi pertengkaran dan Perselisthan Tergugat sering
sering herkala kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan mengucapkan
Talak kepada Penggugat,

o Babwa kelerangan saksi  membukixkan  puncak  perselisihan  dan
pertengkaran Penggugal dan Tergugal teijadi sejak  Aprilt 2017 yang
akibatnya Penggugat dengan Tergugal pisah lempat tinggal:

¢ Bahwa saksi bdak sanggup untuk merukunkan Penggugal dan Tergugat:

@ aman 3 dar T 7 h2laan Puausan Renor 2203:P<t G201 7PARSA
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Menimbang bahwa fakia hukum pertama sampal ketiga Penggugat dan
Tergugat adalah suami isleri sah telah dikaruniai tiga orang anak, antara
FPenggugat dan Tergugal sudah sering bersehisih dan bertengkar terus menerus

yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sepelti vang ditampitkan oloh Penggugat dan Tergugal dalsm rumah tangganya,
merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri
serta pertanda kehidupan ruman targga sudan hancur berantakan, sehingga
dalam kondisi yang demikian sudan berat bahkar salit membangun rumah

tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan
Targugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan
lagi  ketenangan. ketentraman dan  kedamaian, sehingga  harapan  untuk
memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara

api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakia hukum keempal Peigguogal dan Tergugal sudah
nisah tempat tinggal dan ticak pemah terbangun komunisasi vang baik layaknya
suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pengguoal dan Tergugal sudah tidak

dapat mewujudkan hak dan rewajilan masing-masing,

Menimbang bahwa berdasarkan kelenluan hukum perkawinan suami
isteri diparintahkan agar hidup bersatu pada lempal kediaman bersama, dan
Lidak dibenarkan unluk hidup berpisan lempal Lnggal agar bisa menjalankan
lugas dan kewajban sebagal suami ster kecual ada alasan yang dapat

dibenarkan oleh hukLim,

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahaga harmonis sekaligus sepacal salah salu tanda keutuhan
suami istert, cleh karena it fakla hukun adanya pisah ranjang merupakan
bentuk penyimpangan dan konsep dasar dinangunnya lembaga perkawinan,
agar suami isteri utuh kompak dalam segala aklivitas kehidupan rumah tangga

bukan dengan pola hidup berpisah;

Fataman 10dan 17 Falaman Pulugan Mamor 2203Pdi.GR 01 7/FA Dpk
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Menimbang bahwa suami sten yang hidup berpisah dan salu sama lain
saling diam dan membisu menunjuksan komunikasi yang lidak harmenis, proses
interaksi yang kurang bersahabal can pola hubungan yang kurang kondusif

serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan:

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat
sudah tidak bisa dirukunkan fagi, hal i menunjukkah rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecalh sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga schagaimana tuuan adanya pernikahan,

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban olzh suami isteri adalah
memikul kewajiban yang lubur untuk menegaskan rumah langga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kelndupan berumah tangga
dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebul hanya bisa dicapai jika suami
isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan

daman

Menimbang bahwa berdasarkan fakia hukuam dan analisis atas fakia
hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomaor 2 tentang gugatan agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu oa’in sughro Tergugat terhadap

Penggugat dapat dipertimbangkan sebaga barikut,

Menimbang bahwa apabila dikall secara mendalam lujuan  syariah
imagasid syaviah) khususnya mengenai nukum munakahat dapat disimpulkan
bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan

dibenci, kecuali herdasarkan alasan yang sangat darurat;

rMenimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai

alasan perceraian, dalam syariat lidak ditentukar secara terinci dan Nmitatif
akan tetapl dapat ditemukan melalu hasil juhad atau pemahaman fikih atau

per aturan perd I"ILJE.H'Ig-i.II]dEB ngan,

Menimbang bahwo berdasarkan kelentuan Pasal 39 Undang-Undang
Momar 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaita univk  melakukan suatu
perceraian harug ada cukup alasan dimana suami sterl lidak akan dapat hidup

rukun sebagal suami islen dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

aaAman s 1 e Focasacn Moo Z2050F e G20 7PA Dek
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mendamaikan kedua kelah pihak  Selanjutnya daam Pasal 19 huruf {f)
Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomaor 1 Tahun 1974 tentang Perzsawinan jo. Pasal 116 huruf {f)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 19971 lentang Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian yailu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus mensrus antara suami sl dan Ldax ada harapan lagi untuk

kembali rukun;

Menimbang bahwa dari kelentuan pasal-pazal tersebut terdapat beberapa

unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yailu
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan perlengkaran terus menarus;

Perselisihan can pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan unlus kemball tukon,
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isin lapi tidak berhasil:

Menimbang bahwa unsu-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persalu dengan mengaitkan laxta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga
Pengogugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur

terjadinya suatu perceraian;
1. Adanya alasan terjadinya perselisinan dan perlengkaran terus menerus;

Menimbang hahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti
bahwa leradi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat
dan Tergugat yang disebavkan karena Tergucal memilik ister yang lain.
karenanya Majelis Hakim menilar terdapat distianoan dalam rumah tangga

Fenggugal dan Tergugat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim  berpendapal  disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum lslam disebul jugs azeawwsy al-maksuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken mariage, yang damm permasalahan keluarga
landasannya bukan semala-mata adanya perlengkaran fisik (phsysical cruelty),
akan tetapi termasuk  juga kekejaman  mental  (menfal cruelty)  yang

menyebabkan tdak terpenuhinga hak dan kewajban suami isteri sehingga

halarran 12 dan 17 halaman, Macusan Nomeor 22030PdE G207 PA Dek
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meskipun tidak terjadi pertengkaran mulul atau kekerasan fisik maupun
penganiayaan secara terus menerus, akan tetapl telah secara nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penclantaran terhadap salah satu pihak,

maka sudah dianggap lerjadi broken marnags;

Menimbang banwa berdasarkan perbimbangan lersebut maka Majelis

Hakim kerpendapat unsur pertama telah {sroenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisinan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembal rukur:

Menimbang bahwa akibat dari perselisinan dan periengkaran yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi gisah ranjang dan selama

pisah Penggugal dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menila tindakan Penggugat dan
lergugat yang sudah saling tdak memperdulikan darn menghiraukan dalam
kurun waktu yang cukup lama tersebul tanpa adanrys kormuanikasi atau hubungan
lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang ldak wajar dalam sebuah keluarga
yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim

berpendapat unsur kedua lelah terpenuhi dalam perkara ini:
3. Pengadilan telah berupaya maendamaikan suami sten tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya antuk memberikan
nasehat pada seliap persidangan kepada Penggugal dan Tergugat agar rukun
kembali, sesuail ketenluan Pasal 21 Peraturan Pamerintah Namor @ Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1874  tentang
Perkawinan, dan sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat uniuk mediasi juga telah

dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa dan pertmbangan diatas Majelis Hakim menilai

upaya mendamaikan Penggugal dan Tergugat telan maksimal dilakukan baik
ara B o 7 Baeaman Pafusan Neomo® 220 5Pl G201 R A ek
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yang ditermpuh melalui jalur litigasi maupun non libgasi mediasi, akan tetapi tidak

nerhasi

Menimbang bahwa berdasarkan perdimbangan tersebut maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ketiga telan terpenuni dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarzan fakia hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapal diketahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan (pecah), jka dipertahankan akan menimbulkan
kesusahan dan  kesengsaraan yang terus menerus. hati Penggugat dan
Tergugat akan selalu diselimuli kesedihan. rumah baga'kan penjara kehidupan
yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya han selain bertambahnya
kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kendisi kehidupan  yang

demikian bisa menimbulkan mucdharat lahir dan batin’

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan
penderitaan. merupakan alternatif pemecahan maszalan guna menghilangkan

kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inb hukoes Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat 4 Lale 5y = wadi s (mencapal maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian wjuan disyaratkannya hukum termasuk di hukum
perkawinan, adalah untuk kemaslahaian dalam arti untuk kebaikan, keselamatan

dan kebahagiaan manusia baik di duria maupua al akhual;

Menimbang. bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang
diperoleh. maka memuiuskan katan perkawinan axan diperoleh maslahat bagi

kedua belah pihak daripada mempeartaharkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan
Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga karenanya harus segera aihentikan,

FRaraman 14 gan 17 Falaeas Sulisae Nesros 2203 Pdy GR2MTRPA Dpk
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Menimbang. bahwa dalam perkara ini Majels ilacim sependapat dan
mengambil alin pendapat pakar hukum Islam calam Kitab Madaa Hurriyatuz

Zaujany fr al-Thalaaq, Juz 1|, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya © fslamr memilih lembaga halagicerar kotika rumah tangga sudah
dianggap  goncang  seda dianggap  sudal idak bermanfaat  lagi
nasehal/perdamaian, dan hubungan suarmi islesit menjadi tanpa ruh (hampa),
sehab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satuy suami ister
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalaly aniaya yang bertentangan

dengan semangal keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dall-dalil gugatan Penggugat tentang
gugatan ceral telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf {f; Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1875 tenlanyg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 118 huruf {f) Instruks Presiden Nomeor 1
Tahun 1881 tentang Kompilasi Hukum Islam yakai antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagh sebagai suami ister,

Menimbang, bahwa berdasarsan perbimbangan diatas maka gugatan
Fenggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughre Tergugat terhadap

Penggugat sebagaimana akan dicantumkan daiam amar Putusan ini;

Menimbang. bahwa lerhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat
oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka
berdasarkan ketenluan Pasal 89 Ayal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagamana diubah dengan Undang-Undang Noemor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugal

Mengingat. segala peraturan perundang-ungangan yang berlaku dan

hukum syari vang berkaitan dengan perkara ini

cdmaEt 15 dan 17 haaman, Polusan Noeo 220200Pd; Gr20 7en. Dok
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MENGADILI
1. Mengahulkan gugatan Penggugat,
3. Menjatuhkan talak satu bain s.aghra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengyugat
(Penggugat);

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk imengirimkan satu helai salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bejengsar Kota Depok guna

didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

13))

Membebankan kepada Penggueat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.431.000,- (Empet ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijaluhkan dalam permusyawaratan majetis hakim
pada hari Kamis langgal 27 September 2017 flasehi bertepatan dengan
tanggal 07 Muharram 1439 olen karmi H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua
Majelis. dan H.M. Arief, SH, M.H serta Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing
sebasai Hakan Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum cleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh
Yulianti Widyaningsih, S.H, M.K sehagai Paniera Penguanti dan dihadiri oleh

Penggugatkuasanya diluar hadirya Tergugal,

Ketua Maselis,

H.M. Jazuli. S.Ag, M.H

Hakim Anggola, tlakim Anggota.
H.M. Arief, SH M. H Tuti Sudiarti, SH. M.H
=alaman 13 gadi 17 ralaman Pulusan Nomor 2283Pdt.Gi201 7:PA. Dpk

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Fanilera Pengganti,

i

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

FPerincian Biaya Perkara
1. Pendaftaran Fo. 30.000.

e

Proses Fp. 50.000

Redaksi Rp. 5.000 -

2
3. Panggilan Rp.  340.000
3
4, Materai Rp. 3.000-

Jumiah Rp. 431.000- (Empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah’;

Catatan

Putusan ini telah berkekuatan hukum lelap sejak tanggal

aierman 17 dan 17 qakzman Potusar Mormar 22030004 G20 THA DR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



